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ABSTRACT

This study aims to explain the dynamics of local food safety policy
strategies in Agam District in preventing stunting in Nagari Kamang
Hilia. Nagari Kamang Hilia has extensive land for agricultural and
plantation growth and has the potential to become alternative land for the
development of local crops to support local food security policies, especially
in preventing stunting. This study uses a qualitative method. Data was
collected through interviews and documentation. The research informants
were determined by purposive sampling. The research results prove that
the implementation of the local security policy strategy is not implemented
in accordance with the policy objectives. This is caused by factors namely
the food crops that are conserved are not in accordance with local
commodities in Nagari, studies on local food are not carried out in depth;
budget constraints; lack of program oversight from the Regency
Government or Nagari Government for areas experiencing land problems,
lack of professional experts in the field of local food safety and lack of
transparency on stunting data from the cadre posyandu to Nagari
Kamang Hilia.
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PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan balita karena tidak terpenuhinya gizi
dalam waktu lama. Dampak yang dialami oleh balita dengan stumting yaitu tidak memiliki
kecerdasan sebagaimana mestinya, menjadi rentan terhadap penyakit, dan berisiko pada penurunan
produktivitas. Ciri fisik yang paling terlihat dan umum diketahui oleh masyarakat adalah:
pertumbuhan anak lebih pendek jika dibandingkan dengan usianya (TNP2K, 2017; Kementrian
PPN/Bappenas, 2018). Prevelensi stunting di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan dunia
sebesar 30,8 % dengan perbandingan dunia sebesar 22% pada tahun 2018 (Candra, 2020). Kajian
kebijakan pencegahan stunting banyak menjadi sorotan berbagai pihak. Misalnya (Kinanti, 2022)
yang mengkaji peningkatkan koordinasi kebijakan pencegahan stunting di kalangan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang. Kemudian (Sari, 2022) melihat tentang peningkatan
capaian konvergensi kebijakan dalam pencegahan stunting. (Sari, 2021) tentang sinkronisasi
pemahaman mengatasi stunting pada balita antara pihak berwenang dan masyarakat. Ada juga
tentang optimalisasi peran Nagari dalam mewujudkan capaian tujuan kebijakan pencegahan
stunting (Febrian, 2021).

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesimpulan bahwa kebijakan pencegahan stunting belum
berhasil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Daerah, OPD dan masyarakat belum
memiliki pandangan yang sama tentang cara mengatasi permasalahan stunting. Hal ini,
mengindikasikan tujuan kebijakan pencegahan stunting belum berhasil dicapai. Untuk itu,
pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu Perpres No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi, Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-
PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG. Strategi nasional menggunakan
pendekatan lima pilar pencegahan stunting, yaitu: (1) Komitmen dan visi kepemimpinan; (2)
Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (3) Konvergensi, koordinasi, dan
konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; (3) Gizi dan ketahanan pangan; (4) Pemantauan dan
evaluasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Kemudian, berdasarkan Kepmen PPN/Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020
tentang penetapan perluasan kabupaten/kota, menyatakan bahwa fokus intervensi penurunan
stunting terintegrasi tahun 2021 di terletak di Kabupaten Agam. Program ini dilaksanakan OPD
terkait seperti, Bappeda, DPMN dan pihak lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bappeda
Kabupaten Agam, Bapak Welfiar, faktor yang mempengaruhi bertambahnya daerah lokus stunting
di Kabupaten Agam karena rendahnya pola makan atau konsumsi pangan masyarakat. Pemerintah
kabupaten melalui Dinas kesehatan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian
mengungkapkan hal yang paling penting diperhatikan dalam ketahanan pangan ialah
mengutamakan dan memadukan inisiatif dan potensi sumber daya lokal. Dalam penurunan stunting
menggunakan pendekatan pilar ke 4 gizi dan ketahanan pangan sebagai bagian dari 5 lipat
pencegahan stunting (ANTARA, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kebijakan keamanan pangan
di Kabupaten Agam? Bagaimana cara agar hasil produksi komoditas tanaman pangan dapat berdaya
saing dan bernilai tambah?
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METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode deskriptif dilakukan secara
sistematis, faktual dan akurat untuk menggambarkan fakta, ciri dan hubungan fenomena yang
diteliti (Mulyana, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran sumber
data berupa wawancara dan dokumen yang validitasnya diuji dengan metode triangulasi sumber.
Analisis data menggunakan teknik reduksi dan penyediaan data (Sugiyono, 2012). Informan
penelitian antara lain beberapa OPD dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam keamanan
pangan lokal dalam pencegahan stunting di Nagari Kamang Hilia, Kepala Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Bagian Seksi Mutu dan Keamanan
Pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Kepala UPT BP3 Dinas Pertanian; Bidang
Seksi KESGA-GIZI Dinas Kesehatan; Kepala UPT Pertanian Kecamatan Kamang Magek;
Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kamang Magek; Wali Nagari Kamang Hilia Kecamatan
Kamang Magek; Koordinator Kelompok Tani, Kader Posyandu dan keluarga yang terdampak
stunting di Nagari Kamang Hilia. Melalui Informan penelitian ini, digali informasi terkait
strategi kebijakan keamanan pangan lokal dalam pencegahan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan keamanan pangan lokal menjadi penting bagi masyarakat Nagari Kamang Hilia
dalam mencegah stunting. Sesuai dengan kondisi alam dengan luas lahan yang besar menjadikan
Nagari Kamang Hilia sebagai alternatif mengembangkan berbagai tanaman lokal dalam mendukung
program pemerintah. Kondisi ini, sejalan dengan dijadikannya Kabupaten Agam sebagai daerah
lokus stunting dan rendahnya pola makan atau konsumsi pangan bergizi masyarakat (Welfiar, 2020).
Untuk itu pemerintah daerah telah menerapkan diversifikasi pangan lokal yang terfokus pada satu
komoditas utama. Usaha tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan marjinal
melalui Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan peningkatan produksi dan
produktifitas tanaman tahunan penyegar. Melalui strategi ini, pemerintah daerah berharap upaya
pencegahan stunting dapat dilakukan.

Tabel 1. Luas Lahan Kecamatan Kamang Magek 2016

No Nagari Sawah (ha) Lahan Jumlah
Kering (ha)

1 Kamang Hilia 354,0 1.945,00 2.299,0

2. Kamang Mudiak | 305,0 1.962,00 2.267,0

3. Kamang Mudiak 11 283,0 779,5 1.062,5

4. Kamang Mudiak I11 421,0 3.160,5 35815

5. Magek 443,0 307,00 750,0

Sumber: UPT BP4K2P Kecamatan Kamang Magek
Namun demikian, pelaksanaan kebijakan keamanan pangan lokal ini belum sesuai dengan

tujuannya. Penelitian ini menghasilkan sejumlah faktor yang menyebabkan tujuan kebijakan belum
tercapai. Pertama, kebijakan keamanan pangan lokal tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
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Permasalahan ini juga dipengaruhi Pandemi Covid-19 yang mengancam bahkan menutup berbagai
program Dinas Kabupaten Agam karena sebagian besar dana disalurkan untuk penanganan wabah
tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran telah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program
pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu peningkatan produksi tanaman dalam
pencegahan stunting dan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Kedua, pelaksanaan kebijakan keamanan pangan lokal tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di nagari. Pengembangan tanaman lokal yang dilakukan pemerintah daerah tidak
sesuai dengan jenis tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan tidak sesuai dengan lahan pertanian
dan pekarangan masyarakat. Jenis pangan lokal yang sesuai dengan pangan lokal di Nagari
Kamang Hilia yaitu berupa ubi-ubian dan jagung. Namun, dalam pelaksanaannya bibit tanaman
yang disediakan bukan dari jenis tanaman tersebut. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam
pemenuhan asupan gizi masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan menanam tanaman untuk
kebutuhan pokok keluarga seperti tanaman rempah, obat-obatan dan lainnya yang tidak termasuk
kedalam pencegahan stunting.

v ¥

&

Gambar 1. Kebun Tanaman Pangan Lokal yang Dikelola Oleh Masyarakat

Kebijakan keamanan pangan lokal Kabupaten Agam bertujuan untuk pencegahan stunting
dikalangan masyarakat. Namun demikian, banyak dari masyarakat kurang memanfaatkan
tanaman pangan lokal dari pemerintah. Masyarakat di Nagari Kamang Hilia mempunyai
komoditas tanaman pangan lokal berupa padi dan ubi-ubian terutama ubi jalar dan ubi kayu.
Secara kebutuhan peningkatan gizi dan tumbuh kembang anak ubi jalar dan ubi kayu dapat
dimanfaatkan untuk pencegahan stunting dengan mengkreasikan makanan yang akan diberikan
kepada anak. Masyarakat juga memanfaatkan tanaman pangan lokal tersebut untuk pembuatan
kerupuk kamang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjual hasil tanaman
tersebut.

Perilaku masyarakat terhadap program pencegahan stunting juga sangat sensitif. Apalagi
masyarakat yang sudah terkena dampak stunting. Dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam
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Posyandu, banyak masyarakat yang tidak menerima berbagai saran dari kader Posyandu maupun
dari bidan desa. Seorang narasumber masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak aktif dalam
kegiatan Posyandu karena takut dianggap balitanya mengalami masalah stunting. Ketiga,
pelaksanaan strategi kebijakan keamanan pangan lokal tidak didukung sumber daya manusia dan
sumber daya alam. Salah satunya yaitu tidak ada tenaga ahli dibidang peningkatan kualitas
tanaman pangan lokal. Hal ini mengakibatkan lambatnya perkembangan produksi tanaman
penyegar dan berkualitas tinggi sebagai salah satu asupan gizi masyarakat. Selain itu, dalam
pemanfaatan lahan pekarangan kantor atau rumah terdapat struktur tanah yang tidak
memungkinkan untuk menanam pangan lokal disekitar lingkungan kantor maupun rumah. Lahan
yang tidak sesuai dengan tempat perkembangan tanaman pangan lokal menjadi faktor penghambat
dalam pelaksanaan strategi kebijakan keamanan pangan lokal. Sehingga dalam meningkatkan
produksi dan produktifitas tanaman pangan lokal Nagari tidak terlaksana dengan baik.

Keempat, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan
keamanan pangan lokal dalam pencegahan stunting yaitu pada bagian data peningkatan
pencegahan stunting. Banyak nagari yang tidak mendapatkan data mengenai anak yang terdampak
stunting oleh pemerintah, sehingga menyebabkan pihak nagari lambat untuk mengeluarkan
kebijakan untuk menangani permasalahan ini. Hal lainnya juga dibuktikan dengan tidak
terbukanya data kepada Nagari Kamang Hilia oleh kader Posyandu. Pemerintah Nagari Kamang
Hilia tentu perlu informasi jelas bagaimana penurunan stunting di Nagari mereka berikut dengan
tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Nagari. Kader Posyandu sulit untuk bekerjasama
dalam transparansi data dengan pemerintah Nagari Kamang Hilia. Hal ini menghambat
pergerakan dalam pencegahan stunting. Kader posyandu juga kesulitan dalam membantu
pemerintah daerah dalam pencegahan stunting melalui keamanan pangan lokal. Ketersedian dan
kemudahan akses data menjadi salah satu cara mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi keamanan pangan lokal dalam mendukung
upaya pencegahan stunting sangat perlu dan mendesak dilakukan untuk mempermudah akses
masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Strategi kebijakan keamanan pangan lokal yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Agam melalui OPD ternyata memerlukan kajian
mendalam bersama masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian tanaman pangan yang
diberikan oleh pemerintah dengan kondisi tanah masyarakat.

KESIMPULAN

Strategi kebijakan keamanan pangan lokal sangat dibutuhkan di daerah. Apalagi disaat
meningkatnya kebutuhan pangan dan menurunnya akses dan asupan gizi masyarakat terhadap
pangan lokal sebagai alternatif pencegahan stunting. Pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan
masyarakat untuk pengembangan jenis tanaman pangan lokal mendesak dilakukan. Namun
demikian, dinamika yang berlangsung di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Kamang Hilia,
kebijakan ini tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Beberapa komoditas pangan alternatif
pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lahan. Akibatnya, pangan alternatif untuk peningkatan
akses gizi masyarakat dalam pencegahan stunting tidak tercapai. Hal ini dapat menjadi pembelajaran
yang baik bagi pemerintah ke depannya. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kajian
yang mendalam dalam melaksanakan strategi kebijakan ini. Dengan demikian, harapan terhadap
terpenuhinya pangan alternatif dan akses pangan bergizi masyarakat dalam mendukung pencegahan
stunting dapat dilakukan.
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